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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IKTIKAD BAIK PENGEMBANG 
RUMAH SUSUN DALAM TINDAKAN HUKUM PEMESANAN RUMAH 
SUSUN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 

1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN 

ABSTRAK 

Jual beli atas satuan rumah susun yang dilakukan sebelum pembangunan rumah 
susun dilaksanakan semakin meningkat. Pelaksanaan jual beli satuan rumah susun yang 
seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli. 
Kebijakan pemerintah yaitu pengembang harus memiliki persyaratan perizinan dalam 
pelaksanaan pemasaran dan pemesanan rumah susun, Pada praktiknya, ditemukan 
pengembang rumah susun yang belum memenuhi persyaratan perizinan tersebut. Hal ini 
jelas merugikan konsumen dalam tindakan hukum pemesanan rumah susun dan 
diperlukan adanya perlindungan konsumen dalam pemasaran dan pemesanan rumah 
susun. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang 
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 
positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual dengan lebih mengacu pada bahan hukum primer 
(yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rumah Susun, Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata) dan bahan hukum sekunder. Data-data yang digunakan dianalisis cara analisis 
kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan 
dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa ketidaklengkapan peryaratan perizinan 
dalam tindakan hukum pemesanan rumah susun merupakan indikasi informasi yang salah 
dan penyimpangan dari asas iktikad baik karena tidak sesuai dengan hak konsumen dan 
kewajiban pengembang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen.  

Pengembang yang belum memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Rumah Susun mencerminkan bahwa sejak awal pihak 
pengembang tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan asas iktikad baik dalam 
tindakan hukum pemesanan rumah susun. Perlindungan terhadap konsumen dalam hal 
tindakan hukum pemesanan rumah susun dilakukan berdasarkan hak konsumen atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur, dan kewajiban pengembang untuk beriktikad baik 
dan memenuhi persyaratan perizinan. Konsumen yang merasa dirugikan dengan pihak 
pengembang selaku pelaku usaha, maka dapat menggugat pelaku usaha dengan 
menempuh cara penyelesaiannya melalui pengadilan atau di luar pengadilan. 

Kata kunci: iktikad baik, rumah susun, perlindungan konsumen. 
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JURIDICAL REVIEW ON DEVELOPER OF FLATS GOOD FAITH IN 
FLATS RESERVATION LEGAL ACTION LINKED WITH STATUTE 
NUMBER 8 OF 1999 REGARDING CONSUMER PROTECTION AND 

STATUTE NUMBER 20 OF 2011 REGARDING FLATS 

 

ABSTRACT 

 

Trading over a unit of flats that have not yet done prior to construction of 
flats implemented increased. The implementation of trading a unit of flats is done 
by ordering in advance of units to be purchased. Developers must have the 
licensing requirements in the implementation of flats reservation. In practice, it 
was found the developer of flats which have not meet the licensing requirements. 
This is clearly detrimental to consumers in the legal action flats and reservations 
required for consumer protection in the marketing and booking flats. 

This research uses juridical normative method, namely research focused 
on assessing the implementation of the rules or norms in positive law. The 
approach that was used in this research is the legislation approach and 
conceptual approach with more reference to primary legal materials (namely 
Statute Number 20 of 2010 regarding Flats, Statute Number 8 of 1999 regarding 
Consumer Protection, Statute Number 5 of 1960 regarding Basic Regulation of 
Agrarian, and the Code of Civil Law) and secondary legal materials. The used 
data were analyzed by means of qualitative with a logical deductive mindset, 
namely mindset to draw conclusions from a real individual cases into a general 
conclusion. The results of research conducted by the authors that the 
incompleteness of the licensing requirements in legal proceedings booking flats is 
an indication of misinformation and distortions of the principle of good faith 
because it does not comply with consumer rights and obligations of the developer 
as  as stipulated in the Act of Consumer Protection. 

Developers who do not meet licensing requirements as stipulated in the 
Law on Housing reflects that since the beginning of the developers are not serious 
in implementing the principle of good faith in the legal action reservations flats.. 
The consumer protection in terms of flats reservations legal action is made based 
on the right of consumers of correct, clear, and honest information, and the 
entrepreneurs obligation with good will and meet the licensing requirements. 
Consumers who feel aggrieved with developers as business doers, it can sue 
business operators by taking a resolution through the courts or outside of the 
court. 
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